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Era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode yang 
kedua segera akan berakhir pada pertengahan tahun 2014 mendatang. Melalui 
Kabinet Indonesia Bersatu 11, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan telah 
dilaksanakan, beberapa di antaranya masih berjalan hingga sekarang. Buku 
ini berusaha memotret hal itu melalui kepakaran masing-masing penulis yang 
tergabung dalam Tim Kesejahteraan Sosial Bidang Pengkajian pada Pusat 
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR 
RI.

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang berperan penting 
dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Tulisan pertama 
dari Faridah Alawiyah menyoroti mengenai Penyelenggaraan Rintisan 
Sekolah Bertaraf Internasional pada Masa Kabinet Indonesia Bersatu II. 
Menurut penulis, RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik 
yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan 
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang 
bermutu, serta program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di 
tengah perjalanan RSBI telah menuai banyak kritik dan digugat ke MK untuk 
dihapuskan. Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK dan amar putusan 
MK menyatakan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI 
dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian label RSBI tidak 
digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah biasa. Meskipun 
demikian, penuis mengusulkan agar nilai-nilai positif yang telah menjadi 
bagian dari sekolah yang pernah menjadi RSBI seperti kedisiplinan, prestasi, 
budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap dipertahankan.

Pada bab berikutnya, tulisan berjudul "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: 
Tinjauan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan" yang ditulis oleh 
Ujianto Singgih Prayitno fokus pada keberhasilan Pemerintahan SBY periode 
kedua dalam mengentaskan penduduk miskin. Maret 2008-September 2012 
jumlah penduduk miskin berkurang 3,94 juta orang, dari 32,53 juta orang 
tahun 2008 menjadi 28,59 juta pada tahun 2012. Keberhasilan ini setidaknya 
ditopang oleh program pembangunan yang berbasis komunitas, yaitu Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dicanangkan SBY pada
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tahun 2007. Hal tersebut menurut penulis memunculkan beberapa model 
pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat 
yang mengedepankan pengelolaan partisipatif yang memiliki beberapa 
keunggulan, seperti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah 
lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan; tingginya 
partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan; dan kuatnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan 
pengelolaan keuangan. Mengingat strategi pembangunan komunitas ini masih 
bersifat program, maka keberlangsungannya dalam menjamin keberlanjutan 
pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada pemerintahan berikutnya. 
Oleh karena itu penulis menekankan perlunya komitmen pemerintah pusat 
dan daerah untuk terus melanjutkan program ini.

Bab selanjutnya masih menyoroti program pemerintah dalam 
menanggulangi kemiskinan, melalui tulisan berjudul "Evaluasi Pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaan" dari 
Herlina Astri. Prinsip utama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
atau disingkat PNPM adalah menumbuhkan kesadaran dan kemandirian 
masyarakat. PNPM dilakukan untuk menyatukan dan mengintegrasikan 
program-program di Kementerian/Lembaga yang selama ini berjalan sendiri- 
sendiri. PNPM merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang 
melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan, hingga evaluasi. Penulis menyatakan bahwa sejak pertama 
kali PNPM Perdesaan dilaksanakan masih banyak terjadi masalah, yang 
disebabkan ketidakmerataan dan ketidaktepatsasaran penyaluran bantuan. 
Untuk itu penulis menyarankan untuk melakukan perbaikan pada setiap tahap 
agar hasilnya lebih optimal. Pemerintah perlu melakukan pemantapan dan 
perbaikan pada tahap teknis penyaluran bantuan untuk mengurangi resiko 
bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah perlu membuat kriteria 
masyarakat yang akan menerima bantuan ini, misalnya dengan memperbaiki 
pendataan penduduk miskin yang berhak menerima program bantuan. DPR 
RI juga memiliki peran dalam memantau pelaksanaan PNPM Perdesaan. 
Evaluasi program yang dilaporkan pemerintah semestinya menjadi bahan 
pertimbangan DPR RI untuk menilai masih layak atau tidaknya program 
tersebut dilakukan ,mengingat kurangnya pengawasan terhadap PNPM 
Perdesaan selama ini menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam 
proses pelaksanaan program.

Hak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin dalam konstitusi 
melekat pada setiap orang, termasuk masyarakat miskin. Dinar Wahyuni 
membahas hal tersebut dalam Bab IV melalui tulisannya berjudul 
"Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Masyarakat Miskin" Penulis menyatakan
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bahwa upaya pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat 
miskin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sisi akses, partisipasi 
pendidikan anak usia sekolah mengalami peningkatan. Target pemenuhan 
layanan pendidikan dasar tercapai. Namun, hal ini tidak diikuti peningkatan 
tingkat partisipasi siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu 
faktoryangdisinyalirmenjadipenyebabnyaadalahmeningkatnyajumlah siswa 
putus sekolah. Program BOS yang digulirkan untuk mempercepat pencapaian 
wajar 9 tahun telah menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menekan 
angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan 
sekolah. Dana BOS meringankan biaya pendidikan sekolah terutama bagi siswa 
dari keluarga miskin. Namun di sisi lain, program BOS masih menghadapi 
berbagai kendala. Dari segi jumlah dana, sejumlah sekolah merasa dana BOS 
belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. 
Dari segi birokrasi, prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana BOS dianggap 
merepotkan pihak sekolah, sementara jumlah dana BOS tidak sebanding 
dengan kebutuhan pendidikan berkualitas. Dari segi penyaluran dana, sering 
terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Program BOS juga rawan terjadi 
penyimpangan. Pemerintah bersama dengan orang tua dan masyarakat harus 
mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan akses 
pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara DPR sesuai dengan 
fungsi anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah 
bidang pendidikan sehingga dapat menekan resiko penyimpangan anggaran.

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan 
dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan supaya 
menjadi lebih baik dan lebih bersih. Keberhasilan reformasi salah satunya 
ditentukan oleh pegawai sebagai aparat birokrasi. Sulis Winurini membahas 
kesiapan pegawai dalam menghadapi reformasi birokrasi tersebut dalam 
tulisan pada Bab V berjudul "Sikap Pegawai terhadap Perubahan dalam 
Reformasi Birokrasi (Studi di Lembaga Negara K)". Lembaga ini merupakan 
salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut berkomitmen melaksanakan 
reformasi birokrasi pada tahun 2011. Sebagai wujud komitmennya tersebut. 
Lembaga X telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, mengacu pada 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
No. 8 Tahun 2011. Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada seluruh 
pegawai dan pejabat eselon melalui dialog terbuka, diskusi interaktif, 
pemasangan spanduk, banner mengenai reformasi birokrasi di lingkungan 
kerja, serta pelaksanaan pelatihan Change Management kepada pejabat 
eselon. Kegiatan tersebut bisa saja menjadi faktor penyebab positifnya reaksi 
pegawai terhadap perubahan di dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, 
penulis juga berpendapat bahwa pihak manajemen perlu menerapkan aturan
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perubahan secara konsisten supaya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai 
benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya. Perubahan 
harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Mengingat kemauan dan 
kemampuan adalah dua penyebab utama yang mempengaruhi sikap pegawai, 
maka pendidikan dan pelatihan dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memperkuat 
antusiasme mereka mengenai perubahan, manajemen bisa menerapkan 
penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.

Buku ini ditutup dengan tulisan berjudul "Buku, Pendidikan Dasar, dan 
Perkembangan Mental Anak" yang ditulis oleh Elga Andina. Menurut penulis, 
buku pelajaran merupakan media yang penting bagi anak usia pendidikan 
dasar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. 
Buku menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang paling dengan 
dengan peserta didik. Oleh karena itu, konten buku harus disesuaikan dengan 
perkembangan hsik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Beredarnya buku yang 
tidak layak ajar di sekolah patut menjadi perhatian karena menjadi hambatan 
dalam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin 
mewujudkan manusia yang seutuhnya. Untuk itu, penulis mengusulkan 
beberapa upaya untuk mengubah manajemen perbukuan nasional, antara 
lain: peningkatan kualitas sumber daya, adanya Badan Perbukuan yang 
bebas politik yang dibentuk untuk mengelola semua aktivitas perbukuan 
untuk sekolah di seluruh Indonesia, dan penegakan hukum bagi pelanggar 
perbukuan.
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BABI 
PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL 

PADA MASA KABINET INDONESIA BERSATU II

•Penulis adalah Peneliti Muda pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-maii. faridahalawiyah@gmail.com.
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A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang dinamis dan 

akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu 
penyelenggaraan pendidikan pun akan terus mengalami perubahan, dengan 
tujuan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan 
salah satu amanat UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indonesia menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pendidikan 
nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Hingga saat ini, tidak semua 
ketentuan dalam UU Sisdiknas dapat diimplementasikan dilaksanakan dengan 
lancar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan 
bertaraf internasional melalui program yang dikenal dengan sekolah bertaraf 
internasional (SBi).

SBI merupakan salah satu kebijakan pendidikan dalam upaya 
meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia. Implementasi 
SBI dimulai pada masa Pemerintahan Kabinet Bersatu II sebagai upaya 
perwujudan amanat UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) yang berbunyi "Pemerintah 
dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan 
menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional." Berdasarkan amanat 
tersebut, pemerintah kemudian menyusun program dalam bentuk rintisan 
SBI (RSBI) yang diarahkan untuk menjadi SBI.

SBI menjadi bentuk perwujudan sekolah yang telah memenuhi Standar 
Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan indikator lain, antara lain 
memperkaya kurikulum dengan keunggulan mutu tertentu dari negara 
anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OEDC)

mailto:faridahalawiyah@gmail.com
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B. KERANGKA PEMIKIRAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara? 
Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui satu sistem pendidikan 
nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1.

dan beberapa negara maju lainnya dengan tujuan peningkatan kualitas 
pendidikan serta meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam perjalanannya, penyelenggaraan RSBI menuai berbagai pro dan 
kontra. Di satu sisi, penyelenggaraan RSBI dinilai telah mendongkrak mutu 
pendidikan sehingga memiliki nilai daya saing yang tinggi. Sekolah yang 
memiliki predikat RSBI dikenal memiliki kualitas siswa yang baik dan memiliki 
kualifikasi akademik yang tinggi. Ditunjang pula dengan kelengkapan sarana 
dan prasarana yang memadai serta pendidik dan tenaga kependidikan yang 
berkualitas dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi.

Di sisi lain, berbagai persoalan muncul sebagai bentuk penolakan terhadap 
penyelenggaraan RSBI. RSBI dinilai telah melahirkan konsep pendidikan 
diskriminatif, eksklusif, komersil, mengutamakan bahasa asing sebagai 
bahasa pengantar dan mengabaikan bahasa lokal yang dapat mengikis jati 
diri bangsa, serta berbagai persoalan lainnya. Hal tersebut tidak lagi sejalan 
dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas. 
Penyelenggaraan RSBI pun kemudian digugat dan diusulkan untuk dilakukan 
uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK),

Pada akhirnya, keberadaan RSBI tidak dapat bertahan lama. Setelah 
dilakukan uji materi oleh MK pada tahun 2013, Pasal 50 ayat (3J UU 
Sisdiknas yang menjadi payung hukum penyelenggaraan RSBI dinyatakan 
tidak mengikat secara hukum oleh MK. Setelah dicabutnya pasal tersebut, 
RSBI masih dapat diselenggarakan dan mengalami masa transisi hingga 
berakhirnya tahun pelajaran 2012/2013. Kini nama RSBI hanya tinggal 
kenangan, seluruh atribut berlabel sekolah bertaraf internasional pun harus 
dicabut. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran perkembangan RSBI 
pada masa Pemerintahan Kabinet Bersatu II yang meliputi kebijakan RSBI, 
pro kontra selama penyelenggaraan RSBI, putusan MK yang mencabut status 
RSBI, serta langkah pemerintah terhadap RSBI pasca-putusan MK.
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kehidupan bangsa. Pendidikan dilakukan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 
mencapai hal tersebut diperlukan pendidikan yang bermutu dan berdaya 
saing.

Pendidikan bermutu dapat ditunjukkan dengan pendidikan yang 
mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang 
dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, 
ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan 
dari buruknya akhlak.^ Dalam upaya penjaminan mutu pendidikan, Indonesia 
menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada tiga standar utama 
secara bertingkat mulai dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar 
Nasional Pendidikan (SNP), dan Standar Mutu Pendidikan di atas SNP yang 
dipilih satuan atau program pendidikan formal.

SNP merupakan kriteria minimal dari sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.’ SNP berfungsi sebagai 
dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam 
rangka mewujudkan pendidikan nasional bermutu. Standar tersebut meliputi 
standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, 
standar pembiayaan, dan standar penilaian. SNP ini menjadi acuan dalam 
penyelenggaraan Sekolah Standar Nasional (SSN) dan SBI.

SBI merupakan program pemerintah sebagai salah satu strategi untuk 
meningkatkan mutu pendidikan dan berdaya saing sesuai amanat UU 
Sisdiknas. SBI didahului dengan penyelenggaraan RSBI yang telah memenuhi 
standar mutu di atas SNP ditambah dengan keunggulan mutu tertentu yang 
berasal dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Standar mutu di 
atas SNP tersebut antara lain: *
1.
2.

• - . 4

Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal.
Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi standar internasional 
tertentu.
Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan program pendidikan sesuai 
prinsip otonomi satuan pendidikan.
Negara yang tergabung dalam anggota OECD menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan RSBI. OECD merupakan organisasi internasional yang

Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung: PT Remaja Rosdakaiya, 
2011). hlm 120.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Dedi Mulyasana, op.cit. hlm. 136.



Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

2.

3.

4.

5.

6.

4

bertujuan membantu negara anggotanya untuk menghadapi tantangan 
globalisasi ekonomi. Negara anggota OECD tersebar di lima benua, antara 
lain Australia, Austria, Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Hungaria, Irlandia, 
Italia, Jepang, Korea, Norwegia, Polandia, serta masih banyak negara lainnya. 
Kurikulum RSBI dapat mengikuti kurikulum sekolah dari negara anggota 
OECD tersebut.

Secara umum, tujuan penyelenggaraan SBI adalah menghasilkan lulusan 
yang memiliki kompetensi yang berdaya saing di dunia internasional. 
Sedangkan secara khusus tujuan SBI antara lain:^
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar 

kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi salah satu 
sekolah terakreditasi di negara OECD atau negara maju lainnya. 
Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing komparatif tinggi yang 
dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal di tingkat 
internasional.
Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing dalam 
berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali 
emas, perak, perunggu, dan bentuk penghargaan internasional lainnya. 
Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing kerja di luar 
negeri, terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan.
Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggris (skor TOEFL test > 7,5 dalam skala internet based test bagi 
SMA, skor TOEIC 450 bagi SMK), dan/atau bahasa asing lainnya.
Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berperan aktif secara 
internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan 
dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup.

7. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menggunakan dan 
mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. 
Apabila melihat tujuan RSBI tersebut di atas, semua ditujukan 

pada upaya peningkatan mutu lulusan yang mampu bersaing, sehingga 
penyelenggaraannya pun berbeda dari satuan pendidikan pada umumnya. 
Secara konsep perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran, 
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta 
pembiayaan. Pertama, dalam hal proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran 
RSBI menggunakan bahasa pengantar bahasa asing bagi mata pelajaran 
tertentu.® Hal ini ditujukan untuk membangkitkan kesadaran pentingnya 
keterampilan berbahasa asing untuk menunjang masa depan siswa. Siswa 
’ Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Panduan Pembinaan RSBI dan SBI Pasal 2 
® Ibid.
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dibiasakan untuk menggunakan bahasa asing dalam kegiatan pembelajaran. 
Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi beberapa standar, 
terutama kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi serta 
penggunaan bahasa asing melalui syarat pencapaian nilai TOEFL tertentu.

Ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Kelas SBI harus dilengkapi 
dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi, e-Iibrary, dan 
perangkat lainnya. Sistem administrasi sekolah harus sudah menggunakan 
perangkat teknologi informasi sehingga diperoleh data base yang akurat. 
Keempat, pengelolaan SBI harus memenuhi standar sekolah di negara OECD, 
menerapkan sistem menaj emenmutu, menjalin kemitraan dengan negara maju, 
menyiapkan siswa untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional, 
serta menerapkan administrasi sekolah berbasis teknologi informasi.’ RSBI 
juga harus mampu membangun jejaring kerja sama internasional, sehingga 
tidak jarang kepala sekolah, guru, dan siswa berkunjung dalam rangka 
membangun program kemitraan dengan negara-negara lain. Kelima, dari 
segi pembiayaan, biaya penyelenggaraan SNI berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat. Sekolah 
SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya 
di atas standar pembiayaan. Akan tetapi pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten kota, dapat menyediakan bantuan dana.®

C. PEMBAHASAN
1. Kebijakan RSBI

Upaya pemerintah dalam memajukan bangsa di bidang pendidikan 
antara lain dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 
peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Perintah untuk menyelenggarakan 
pendidikan bertaraf internasional SBI telah tertuang dalam UU Sisdiknas 
Pasal 50. Hal tersebut direalisasikan dalam rencana strategis Kementerian 
Pendidikan Nasional tahun 2005-2009 yang menjadikan SBI sebagai salah 
satu bagian dalam rencana strategis tersebut.

Pada tahun 2007 pemerintah melakukan penyiapan dan pengembangan 
SBI melalui beberapa tahap, antara lain pemenuhan SPM bagi satuan 
pendidikan yang kemudian ditingkatkan menjadi Sekolah Standar Nasional 
(SSN) dengan pemenuhan delapan standar pendidikan, mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Sekolah yang sudah menjadi SSN disaring kembali dan dibina 
untuk menjadi SBI melalui RSBI terlebih dahulu. Penyelenggaraan RSBI dan
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SBI diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 
Tahun 2009 tentang Panduan Pembinaan RSBI dan SBI. Kerangka kebijakan 
penyelenggaraan RSBI secara terperinci terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1 
Kerangka Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional
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Dari Gambar 1 terlihat jelas bahwa penyelenggaraan RSBI didukung oleh 
beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

UU Sisdiknas: Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum paling tinggi 
setingkat undang-undang yang berbunyi "Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan 
pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi 
satuan pendidikan yang bertaraf internasional."^
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan yang mengatur mengenai delapan standar nasional 
pendidikan yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, 
standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarana 
dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta standar 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 
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pembiayaan. Delapan standar tersebut menjadi salah satu persyaratan 
untuk satuan pendidikan yang akan meningkatkan statusnya menjadi 
SBI. Dalam peraturan pemerintah ini, SBI secara khusus dibahas dalam 
Pasal 61 Ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah bersama-sama pemerintah 
daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada 
jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah 
bertaraf internasional".
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
Pendidikan. Dalam peraturan ini diatur mengenai pendanaan pendidikan 
yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten kota, masyarakat, serta pihak asing. Dalam peraturan 
pemerintah ini juga diatur mengenai biaya satuan pendidikan, biaya 
penyelenggaraan, serta biaya pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan 
Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah ini 
diatur mengenai penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, 
antara lain kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, 
ketenagaan, serta pengendalian mutu.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur mengenai 
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah mulai 
dari tingkat TK/RA sampai SMA/MA dan SMK/MAK.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang 
Panduan Pembinaan RSBl dan SBI. Peraturan ini berisikan berbagai 
kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan SBI beserta 
berbagai ketentuan yang lebih rinci.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan 
pendidikan dasar, sekaligus sebagai acuan dalam perencanaan program 
dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/ 
kota.
Kebijakan SBI dilaksanakan secara bertahap dengan beberapa kriteria. 

Tahapan kebijakan RSBI tersebut terlihat pada Gambar 2.

••• -- dan

.... '. --'ng^araan RSBI dan
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Gambar 2
Landasan Kebijakan RSBI
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dalam Raker Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud pada tanggal 3 September 2012.

Untuk menjadi SBI, satuan pendidikan harus menempuh tahapan, yaitu: 
(IJ memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan 
MenteriPendidikanNasionaINomorl5Tahun2010tentangStandar Pelayanan 
Minimal; (2} memenuhi standar nasional pendidikan dengan menjadi sekolah 
standar nasional (SSNj; (3) menjadi rintisan sekolah bertaraf internasional 
dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional; (4) pembelajaran untuk 
beberapa mata pelajaran menggunakan bahasa internasional; dan (5J nilai 
rata-rata Ujian Nasional 8,0.

Hingga tahun 2013, jumlah satuan pendidikan yang berstatus RSBI 
telah mencapai angka 0,65% atau lebih dari 1.300 sekolah dari seluruh 
satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia.'*’ Berdasarkan 
data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di seluruh 
Indonesia terdapat 1.397 sekolah RSBI, dengan perincian: Sekolah Dasar 
sebanyak 293 sekoalh. Sekolah Menengah Pertama 351 sekolah, Sekolah 
Menengah Atas 363 sekolah Sekolah Menengah Kejuruan 390 sekolah."

"Arah Kebijakan RSBI" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Kemendikbud 2012 
disampaikan Wamendikbud dalam Raker Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud pada 
tanggal 3 September 2012.
"Bicarakan RSBI Mendikbud Panggil 33 Kepala Dinas" http://www.tempo.co/read/ 
news/2013/01/21/173455805/Bicarakan-RSBI-Mendikbud-PanggiI-33-Kepala’Dinas, 
diakses 19 Agustus 2013.

http://www.tempo.co/read/
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“Pemerintah Hentikan Pengembangan RSBI", http://id.berita.yahoo.com/pemerintah- 
hentikan-pengembangan-rsbi-101308520.html. diakses 20 Juni 2012.
Nugroho, "Sisi Positif RSBI Harus Terus Dilanjutkan" http;// edukasi, kompas.com/ 
read/2013/01/08/2154479/Sisi.Positif.RSBI.Harus.Tenis.Dilanjutkan. diakses 19 
Agustus 2013.

2. Pro Kontra RSBI
Kebijakan RSBI ternyata tidak berjalan dengan baik. Dalam perjalanannya, 

keberadaan RSBI seringkali menimbulkan berbagai pro dan kontra. 
Pemerintah menilai RSBI telah mampu meningkatkan mutu pendidikan di 
Indonesia. Berdasarkan data Kemendikbud, rata-rata siswa yang memperoleh 
angka tertinggi dalam pelaksanaan ujian akhir nasional merupakan alumni 
RSBI.“ Nilai akademik siswa RSBI dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan 
siswa reguler. Hal tersebut terlihat dari tabel mengenai perbandingan nilai 
akademik siswa RSBI di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Nilai Akademik Siswa RSBI dan Siswa Reguler
jenjang Mata Pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA*

SD RSBI lebih tinggi 12%
SMP RSBI lebih tinggi 15,5%
SMA RSBI lebih tinggi 19,5%
SMK RSBI lebih tinggi 20,4%

Sumber. “Arah Kebijakan RSBI’ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, disampaikan Wamendikbud 
dalam Raker Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud pada tanggal 3 September 2012.

RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik. Kebijakan RSBI 
telah mendorong sekolah mengembangkan keunggulan lokal sesuai dengan 
potensi yang dimiliki sekolah. Sekolah juga memiliki otonomi untuk mengelola 
sumber daya pendidikan, melakukan pengembangan inovasi, kolaborasi, dan 
kompetisi secara mandiri.

RSBI dikenal memiliki kualitas siswa yang unggul dibandingkan dengan 
sekolah lainnya, sehingga mampu bersaing di tingkat pendidikan selanjutnya 
maupun di dunia internasional. Selain itu, RSBI memiliki fasilitas sarana 
dan prasarana yang cukup lengkap, serta pendidik dan tenaga kependidikan 
yang berkualitas. Sisi baik lain RSBI adalah adanya budaya mutu guru dalam 
pembelajaranyanglebihaktifmengoreksi,memberikomentar,mengembalikan 
hasil pekerjaan siswa yang selama ini ada di RSBI, serta adanya program sister 
school di RSBP’ Program sister school dalam RSBI merupakan program kerja 
sama antara sekolah RSBI dengan sekolah yang ada di negara-negara maju.

Akan tetapi di sisi lain berbagai persoalan serta kritik mengenai RSBI 
tetap muncul satu demi satu dan mendapatkan penolakan dari masyarakat. 
Persoalan tersebut antara lain adalah mahalnya biaya pendidikan di sekolah

http://id.berita.yahoo.com/pemerintah-hentikan-pengembangan-rsbi-101308520.html
kompas.com/
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"Sekolah RSBI Dilarang Tarik Pungutan" http://id.berita.yahoo.com/sekolah-rsbi- 
dilarang-tarik-pungutan diakses 20 Juni 2012.
Sekolah RSBI Menakutkan Siswa Miskin. www.tempo.co, di akses 6 Juni 2013
"RSBI Timbulkan Kecemburuan Sosial" http://edukasi.kompas.eom/read/2011/12/02/
08540764/RSBI.Timbulkan.Kecemburuan.Sosial, diakses 19 Agustus 2013.
Darmaningtyas dan Edi Subkhan, Manipulasi Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Resist Book, 
2012), him 65.
"Pemerintah Hentikan pengembangan RSBI" http://id.berita.yahoo.com/pemerintah- 
hentikan-pengembangan-rsbi-101308520.html. diakses 20 Juni 2012.

RSBI, kekhawatiran adanya diskriminasi, kastanisasi, komersialisasi, serta hal 
lainnya menjadi pemicu kontradiktif dari penyelenggaraan RSBI.

a. Mahalnya biaya pendidikan RSBI
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan menilai RSBI hanya menjadi ajang 

memungut biaya pendidikan mahal. RSBI dinilai membangun jarak antara 
siswa miskin dan kaya-** Siswa miskin menjadi enggan masuk ke RSBI karena 
lingkungan sosial pada RSBI yang tidak cocok dengan kehidupan sosial 
mereka. Itu karena sebagian besar siswa RSBI cenderung berasal dari keluarga 
menengah keatas. Sehingga lingkungan sosial dalam sekolah menjadikan 
mereka tidak nyaman.

Dalam survei yang dilakukan Forum Musyawarah Guru, ditemukan 
banyak faktor yang membuat kecenderungan siswa yang memiliki kualifikasi 
akademik yang tinggi tapi berasal dari masyarakat miskin takut mendaftar 
ke sekolah RSBI. Mereka khawatir akan tingginya biaya sekolah. Kalau pun 
mendapat keringanan biaya pada tahun pertama, mereka khawatir tahun- 
tahun berikutnya biaya tetap tinggi.*^ Pemerintah sendiri mengakui adanya 
indikasi kecemburuan sosial yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan 
RSBI. Pemerintah menginginkan adanya sekolah-sekolah unggulan di 
setiap daerah. Namun kenyataannya, keberadaan rintisan sekolah bertaraf 
internasional malah menimbulkan kecemburuan sosial.*®

Darmaningtyas juga menyebutkan masalah yang timbul dari 
dilaksanakannya RSBI/SBI adalah mahalnya biaya pendidikan, hal ini 
menjadikan anak-anak cerdas yang tidak memiliki uang yang memadai 
enggan masuk ke RSBI, hal inilah yang dinamakan kastanisasi pendidikan.*’

Kemendikbud sendiri menyadari tarif RSBI cukup tinggi, akan tetapi 
tidak ada alasan bagi RSBI untuk tidak mengakomodasi siswa dari kalangan 
kurang mampu. Sebab, berdasarkan instruksi pemerintah, RSBI menyiapkan 
kuota 20 persen bagi siswa dari kalangan tidak mampu, yang tidak dipungut 
bayaran.*® Meskipun terbuka ruang untuk siswa pintar masuk RSBI akan 
tetapi dominasi tetap diperoleh pada siswa yang bersal dari masyarakat 
dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

http://id.berita.yahoo.com/sekolah-rsbi-dilarang-tarik-pungutan
http://www.tempo.co
http://edukasi.kompas.eom/read/2011/12/02/
http://id.berita.yahoo.com/pemerintah-hentikan-pengembangan-rsbi-101308520.html
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b. RSBI cenderung diskriminatif dan ekslusif
Penyelenggaraan RSBI cenderung melahirkan konsep pendidikan yang 

diskriminatif dan eklusif. Hal tersebut tampak dari proses seleksi dimana RSBI 
yang begitu ketat yang diperuntukkan bagi siswa yang memiliki kecerdasan 
tinggi. Padahal pendidikan bermutu merupakan hak semua peserta didik 
tanpa terkecuali.

Selain itu, mahalnya biaya pendidikan pun menjadi pemicu diskriminasi 
antara RSBI dengan terhadap sekolah lainnya. RSBI sebenarnya telah 
mendapat subsidi yang lebih banyak dari pemerintah, sementara sekolah 
lain masih banyak yang membutuhkan subsidi yang belih tinggi. Bantuan 
dana RSBI angkanya jauh lebih besar dibanding dengan SSN, sekolah biasa, 
dan swasta kelas pinggiran. Hal tersebut juga memunculkan diskriminasi 
pelayanan pendidikan.^’

RSBI rawan korupsi, korporatisasi, dan komersialisasi pendidikan
RSBI memiliki otonomi untuk mengelola anggaran dengan standar masing- 

masing. Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran dengan standar sendiri, 
artinya secara detil satuan pendidikan yang tahu.^® Hal ini akan menjadi 
kelemahan dalam hal pengawasan sehingga rawan terjadi tindak korupsi.

Selain itu, salah satu syarat mencapai RSBI adalah sertifikasi ISO. RSBI 
didorong untuk memperoleh sertifikat ISO, hal tersebut tertuang dalam 
renstra pembangunan pendidikan 2005-2009. Ketentuan ini mengantarkan 
pengelolaan pendidikan sebagai perusahaan (korporasi] karena ISO adalah 
standar penilaian perusahaan.^^

RSBI juga berpotensi munculnya komersialisasi pendidikan. Pada RSBI 
dapat memungut biaya dari orang tua siswa, dan rata-rata jumlahnya tidak 
sedikit. Seperti kita ketahui bahwa, banyak orang tua yang harus membayar 
sampai puluhan juta rupiah untuk bisa masuk ke sekolah RSBI dengan alasan 
biaya pengembangan. Hal ini bertentangan dengan konsep pendidikan untuk 
semua {education for all} dari UNESCO, dimana kesempatan belajar untuk 
masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang tidak mampu sama 
besarnya.
d. RSBI dapat meruntuhkan nasionalisme

Penggunaan bahasa inggris menjadi tren di sekolah RSBI. Padahal bahasa 
Indonesia seharusnya menjadi bahasa pengantar dalam pembelajaran, 
sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24

Darmaningtyas dan Edi Subkhan, Op.cit, hlm 68.
Ibid., hlm 75.
Ibid., hlm 70.
Faridah Alawiyah, RSB! Pasca putusan MK, Info Singkat Vol. V /No. 1 - Januari 2013.
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Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu 
Kebangsaan. Sementara bahasa lokal, yang seharusnya menjadi unggulan, 
terabaikan. Hal ini memicu anggapan bahwa anak yang memiliki kemampuan 
berbahasa inggris yang baik lebih pintar dibandingkan dengan anak yang 
memiliki bahasa Indonesia dan bahasa lokal yang baik. Penggunaan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah 
RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan 
kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa 
Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Selain itu, terdapat dua rujukan dalam konsep RSBI dan SBI yaitu SNP dan 
negara OECD. Fakta di lapangan menunjukan bahwa RSBI banyak merujuk 
pada desain konsep pendidikan dari kurikulum Cambridge, bahkan sampai 
pemerintah berniat membeli lisensinya.^^ Indonesia memiliki ideologi yang 
tentunya berbeda dengan negara lain sehingga pendidikan yang akan diusung 
pun tentunya akan berbeda.

3. RSBI Tidak Sesuai Konstitusi
Berbagai persoalan mengenai penyelenggaraan RSBI kemudian pada 

bulan desember 2011 diajukan gugatan kepada MK untuk menghapus RSBI. 
Dalam "ringkasan permohonan perkara tentang pelaksanaan program RSBI 
dan sekolah bertaraf internasional dapat mengesampingkan sistem pendidikan 
nasional" disebutkan beberapa alasan pemohon gugatan antara lain:

Bahwa para Pemohon menyatakan dana untuk penyelenggaraan RSBI dan 
SBI berasal dari APBN berpotensi untuk terjadinya penyimpangan atau 
penyalahgunaan dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan, 
karena terdapat sekolah yang tidak menggunakan dana ini untuk 
meningkatkan mutu sekolah melainkan digunakan untuk membangun 
sarana dan prasarana sekolah. Selain itu seharusnya dengan dana untuk 
penyelenggaraan RSBI dan SBI orang tua murid tidak dibebani lagi 
dengan biaya sekolah pada prakteknya pihak sekolah setiap bulan masih 
memungut biaya pendaftaran, biaya gedung dan biaya Pendidikan.
Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan 
semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari tujuannya 
agar Indonesia memiliki lulusan yang memiliki kompetensi sesuai 
standar kompetensi lulusan di negara maju sangat baik, namun hal ini 
belum tentu sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan 
kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa dan menimbulkan 
dualisme sistem pendidikan di Indonesia karena dalam Pasal 31 ayat (3)
Darmaningtyas dan Edi Subkhan, op.cit hlm 69.
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UUD 1945 terdapat frasa "satu sistem pendidikan nasional" yang dapat 
diartikan sebagai satu sistem yang digunakan dalam dunia pendidikan 
di Indonesia adalah sistem pendidikan nasional maka dengan adanya 
satuan pendidikan bertaraf internasional menurut Pasal 50 UU Sisdiknas 
menimbulkan dualisme pendidikan.
Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk 
liberalisasi pendidikan karena negara mengabaikan kewajibannya 
membiayai sepenuhnya pendidikan dasar dan membiarkan sekolah 
yang menyelenggarakan program RSBI dan SBI untuk memungut biaya 
pendidikan kepada masyarakat.
Bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan 
diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan hal ini melanggar 
hak bagi warga negara terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga 
yang sederhana atau tidak mampu. Program ini memang memberikan 
kuota bagi siswa miskin yang berprestasi namun hal ini dipertanyakan 
lagi bagaimana dengan siswa yang tidak berprestasi, mereka juga berhak 
untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

f. Bahwa Pemohon mendalilkan satuan pendidikan bertaraf internasional 
berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa 
Indonesia karena proses pendidikan RSBI dan SBI menggunakan bahasa 
inggris sebagai bahasa pengantar. Bahasa pengantar dan karakter yang 
hendak dibangun dari sekolah berstandar internasional dinilai tidak 
melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.
Dan setelah dilakukan uji materi, MK mengabulkan permohonan 

gugatan terhadap pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Berdasarkan Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 tujuan 
penyelenggaraan RSBI dinilai bertentangan dengan falsafah pendidikan 
nasional, yang mana pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus 
selalu berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Dalam pembacaan amar putusan, MK menyebutkan bahwa Pasal 50 
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat. Dengan dicabutnya pasal 50 UU ayat (3) UU Sisdiknas, maka 
seluruh atribut RSBI pada seluruh satuan pendidikan harus dihilangkan.
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D. KESIMPULAN
UU Sisdiknas telah mengamanatkan untuk diselenggarakan pendidikan 

bertaraf internasional yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk RSBI 
sampai akhirnya terbentuk SBI. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan 
cukup baik dengan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing.

Kemendikbud-MK Sepakati Transisi RSBI,” http://www.jambi-independenLco.id, diakses 
14 Januari 2013.
"Bekas RSBI Resmi Jadi Sekolah Biasa" http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/ 
078458323/Bekas-RSBI-Resmi-Jadi-Sekolah-Biasa, diakses tanggal 16 Agustus 2013.

RSBI didukung pula dengan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan 
pendidikannya selain UU Sisdiknas.

7. RSBI Pasca-Putusan MK
Dikabulkannya gugatan pasal terkait RSBI dalam UU Sisdiknas menjadikan 

regulasi serta label RSBI yang saat ini telah mencapai dari 1.397 sekolah 
tidak dapat digunakan kembali. Namun, dalam penyelenggaraan di lapangan, 
pencabutan RSBI tidak dapat dilakukan secara langsung karena berada di 
pertengahan tahun pelajaran, sehingga pencabutan status RSBI dilakukan 
secara bertahap, yang dinamakan dengan masa transisi. Masa transisi ini 
dilakukan selama kegiatan belajar mengajar untuk tahun pelajaran 2012- 
2013 masih berlangsung sampai akhir semester pada tahun 2013.2-* Selama 
masa transisi pemerintah mengumpulkan 33 Kepala Dinas Pendidikan untuk 
mengetahui kondisi di daerah setelah RSBI dibatalkan MK serta memaparkan 
seluruh permasalahan untuk dicari solusinya.

Kemendikbud juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 017/MPK/ 
SE/2013 tentang Kebijakan Transisi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. 
Surat edaran itu ditujukan kepada para kepala daerah seperti gubernur, bupati 
atau wali kota, kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota 
di seluruh Indonesia.^s Selanjutnya Pemerintah daerah wajib menyediakan 
anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu pada 
sekolah eks-RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat 
yang terkait dengan program RSBI. Artinya sekolah menerapkan pengelolaan 
pembiayaan sekolah reguler dengan manajemen berbasis sekolah.

Meskipun pemerintah menetapkan sekolah sekolah Eks-RSBI kembali 
menjadi sekolah reguler. Nilai-nilai positif seperti manajemen pengelolaan 
pendidikan, budaya mutu, kedisiplinan dan nilai positif lainnya dari 
penyelenggaraan RSBI harus tetap dibina dan dipertahankan. Sementara 
potensi liberalisasi, diskriminasi, kastanisasi, dan komersialisasi dalam RSBI 
harus dihapuskan. Berbagai prestasi yang diraih para siswa harus terus 
ditingkatkan dan dibina untuk dapat tetap berdaya saing di dunia internasional.

http://www.jambi-independenLco.id
http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/
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Berbagai peraturan tersebut antara lain PP Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
pendanaan pendidikan. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan 
dan penyelenggaraan pendidikan, Permendiknas No 78 Tahun 2009 tentang 
Panduan pembinaan RSBI dan SBI, Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal, serta peraturan penunjang lainnya.

RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik yang mengarah 
pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan ditunjang dengan 
sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 
yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta 
program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di tengah pejalanan 
RSBI menuai banyak kritik sampai pada diajukannya gugatan ke MK 
untuk dihapuskan. Gugatan tersebut antara lain terkait dengan mahalnya 
biaya pendidikan di sekolah RSBI, munculnya diskriminasi, kastanisasi, 
komersialisasi, serta dapat meruntuhkan nasionalisme bangsa Indonesia.

Gugatan kemudian diterima oleh MK dan amar putusan MK menyatakan 
UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI dinyatakan tidak 
mengikat secara hukum. Dicabutnya pasal tersebut menjadikan label RSBI 
sudah tidak dapat digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah 
biasa. Pasca-putusan MK sekolah eks-RSBI kembali menjadi sekolah biasa, 
namun nilai-nilai positif yang telah menjadi bagian dari sekolah tersebut 
seperti kedisiplinan, prestasi, budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap 
harus dipertahankan.
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BAB II 
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: 

TINJAUAN TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penulis adalah Peneliti Madya Bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada 
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat 
e-mail: ujiantosinggihpr@yahoo.com.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, muncul sebagai fenomena yang bukannya tanpa 
masalah, karena keberhasilan pembangunan sering diukur dalam istilah teknis ekonomi 
dengan Produk Nasional Bruto (PNB atau GNP) dan Produk Domestik Bruto (PDB atau 
GDP), maka kekayaan keseluruhan yang dimiliki suatu negara tidak berarti bahwa 
kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Artinya, dalam pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi, tidak tertutup kemungkinan adanya sebagian kecil orang di 
dalam negara yang memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian yang lain hidup 
dalam kemiskinan. Sehingga, sering memunculkan ironi di negara-negara yang PNB per 
kapitanya tinggi, namun banyak kemiskinan dimana-mana. Tingginya GNP ternyata belum 
menjamin terwujudnya suatu kesejahteraan rakyat, karena hasilnya tidak selalu diterima 
secara merata, akibat dari prioritas pembangunan yang ditetapkan.

A. LATAR BELAKANG
Kebijakan pembangunan nasional pasca orde baru ditengarai masih kurang 

memberikan perhatian yang memadai pada kesenjangan yang menimbulkan 
beberapa ekses negatif terhadap pembangunan. Ekses negatif itu,antara 
lain menumpuknya kegiatan ekonomi di daerah tertentu saja, melebarnya 
kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan perdesaan, 
meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita, masih banyaknya daerah- 
daerah miskin, tingginya angka pengangguran, serta rendahnya produktivitas. 
Hal ini secara bersama-sama membentuk sebuah isu permasalahan yang 
sentral bagi pembangunan, yaitu bahwa pembangunan ekonomi nasional 
selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara 
luas, yang ditandai oleh tingginya ketimpangan dan kemiskinan.^

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran 
suatu negara, meskipun sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, 
namun tidak serta-merta akan membawa kesejahteraan kepada seluruh 
lapisan masyarakat. Pengalaman negara maju dan berkembang membuktikan 
bahwa meskipun mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan

mailto:ujiantosinggihpr@yahoo.com
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Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan 
peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa 
lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan 
pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh 
mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan 
imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan 
terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun 
masyarakat juga miskin dan cenderung terus miskin apabila mereka tidak diberdayakan 
untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup 
mereka. Kemiskinan yang timbul dalam masyarakat, bukanlah semata-mata sebagai akibat 
dari faktor-fektoryangada dalam dirinya sendiri, melainkan sebagai akibatdari eksploitasi. 
Kemiskinan dalam kelompok masyarakat ada hubungannya dengan kemakmuran yang 
terjadi pada kelompok elite dalam masyarakat. Kemakmuran pada golongan kecil 
masyarakat yang merupakan elite itu bukan hanya merupakan gejala ekonomi, melainkan 
juga gejala politik, bahkan juga merupakan gejala kultural. Kemiskinan muncul karena 
kurangnya kesetiakawanan sosial, dan mereka tidak mendapatkan sumber kekayaan yang 
ada di masyarakat. Terdapat hubungan kausal antara kemiskinan dengan ineguality dalam 
penguasaan atas berbagai sumberdaya, pendistribusian dan pengkonsumsiannya dalam 
masyarakat. Persoalan mendasar yang dihadapi adalah bukan saja "bagaimana mengejar 
pertumbuhan ekonomi" tetapi juga "bagaimana melakukan redistribusi pendapatan dan 
menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan", dengan mengakomodasi 
masalah politik, sosial, dan budaya.

ekonomi dan kesempatan kerja yang optimal, tetapi sering gagal dalam 
menciptakan pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial. 
Penduduk miskin adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi 
pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar.^ Kelompok rentan ini, 
karena hambatan fisiknya (orang cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun 
strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan 
sosial di sekitarnya, sehingga terjatuh dalam proses pembangunan yang 
tidak adil. Walaupun secara bertahap berkurang, jumlah penduduk miskin 
saat ini masih cukup tinggi, baik di kawasan perdesaan maupun di perkotaan, 
sehingga kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 
yang akan datang. Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya 
masyarakat menyebabkan masalah kemiskinan di Indonesia menjadi sangat 
beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang 
berbeda.

Berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan ini, Indonesia 
pernah dua kali mendapatkan apresiasi dari Bank Dunia atas keberhasilannya 
mengurangi jumlah penduduk miskin. Penghargaan pertama diberikan kepada 
pemerintahan Orde Baru yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 
sekitar40%pada tahun 1976menjadi seki tar ll%pada tahun 1996berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik. Kedua pada Periode 2005-2009, diberikan kepada 
pemerintahan SBY yang menurut catatan World Bankbahwa penurunan
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jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan 
negara lainnya, dengan laju rata-rata penurunan per tahun sebesar 0,8%, jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain seperti Kamboja, 
Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Angka 
kemiskinan di tahun 2005 adalah sebesar 15,97% atau sekitar 35,1 juta orang 
yang dapat ditekan menjadi 11,96% atau sekitar 29 juta orang per Maret 2012. 
Hal ini menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin yang 
mencapai 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga, 
jumlah ini dapat diturunkan lagi menjadi 11,66% atau sekitar 28.59 juta orang 
per Septemeber 2012. Atau dengan perkataan lain, sepanjang 2005-2012 
angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga 1,27 persen 
per tahun dan mampu menyelamatkan sekitar 7 juta jiwa keluar dari lingkaran 
kemiskinan.

Data kemiskinan yang disampaikan oleh pemerintah ini menuai banyak 
kritik yang dinilai jauh panggang dari api. Salah satu kritik disampaikan 
oleh tokoh agama yang menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan 
kebohongan publik.^ Menurut mereka, pemerintah telah berbohong dalam 
hal penyampaian angka kemiskinan,'* kebutuhan rakyat, ketahanan pangan 
dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran 
pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus FreeporLSelain itu 
kebohongan yang dilakukan pemerintah sepanjang tahun 2010 adalah hal-hal 
yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kebebasan pers, perlindungan 
terhadap TKI-pekerja migran, transparansi pemerintahan, pemberantasan 
korupsi, pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi, politik yang 
bersih, santun, beretika, serta kasus mafia hukum dan terkait kedaulatan NKRI.

Pertanyaan yang dapat diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana 
program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY 
periode kedua ini, benarkah program penanggulangan kemiskinan tersebut 
dapat mengurangi jumlah penduduk miskin ?

Pertemuan ini dilakukan pada pertengahan bulan Januari 2011 yang menyampaikan 18 
(delapan belas) kebohongan yang dilakukan oleh rezim SBY. Para tokoh lintas agama 
yang hadir dalam acara itu antara lain M. Syafii Maarif, KH Salahuddin Wahid, Andreas 
A Yewangoe, M. Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, I Nyoman 
Udayana Sangging, Franz Magnis-Suzeno, dan Romo Benny Susetyo yang bersepakat 
untuk membeberkan 18 kebohongan yang dilakukan oleh pemerintahan rezim SBY. 
Disampaikan 18 kebohongan terdiri dari 9 kebohongan lama yang dilakukan oleh SBY 
selama berkuasa, dan 9 kebohongan yang dilakukan SBY sepanjang 2010.
Berkaitan dengan kebohongan yang menyangkut jumlah penduduk miskin adalah 
mengatakan bahwa penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, apabila 
digunakan data penduduk yang layak menerima beras miskin, jumlahnya mencapai 70 
juta. Jika digunakan data penduduk yang berhak dapat Jamkesmas, jumlahnya 76,4 juta.
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B. PEMBANGUNAN EKONOMI
1. Strategi Pembangunan 2009-2014

Wacanapembangunanekonomidewasainimasihdiwarnaiolehperdebatan 
orientasi pembangunan yang memusatkan pada 4 (empat) isu fundamental, 
yaitu (i) distribusi pendapatan, (ii) ketidakadilan, (iii) kemiskinan, dan 
(iv) kebebasan dan demokrasi. Makna hakiki dari pembangunan bukanlah 
semata-mata peningkatan pendapatan per kapita, melainkan pemerataan 
distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan 
dan penghapusan ketidakadilan. Pembangunan sesungguhnya merupakan 
kebebasan (development as freedom}, yaitu pembangunan yang harus mampu 
mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan 
demokratis, dengan menghilangkan kemiskinan dan berbagai penderitaan 
seperti kekurangan pangan, malnutrisi, pengidapan penyakit, buta huruf, 
ketiadaan kebebasan sipil dan hak berdemokrasi, diskriminasi, serta berbagai 
bentuk perampasan hak-hak milik pribadi.

Pemikiran kontemporer mengenai pembangunan menempatkan 
manusia sebagai subjek atau pusat dari proses pembangunan yang oleh 
Lembaga PBB yang dibentuk untuk menangani masalah pembangunan UNDP 
(2007) didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan 
bagi manusia fo process ofenlarging people's choices). Dalam konsep tersebut 
manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate e n d), sedangkan upaya 
pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Tujuan 
utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan 
bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan 
kehidupan yang produktif, yaitu dengan mengutamakan manusia sebagai 
pusat perhatian dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia secara 
keseluruhan.Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan 
saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan di bidang 
lainnya. Setiap perubahan di bidang pembangunan ekonomi secara langsung 
akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan 
implikasi yang luas terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial, 
seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan 
penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana 
dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan 
berkesinambungan.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat 
dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk 
meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Indonesia, sehingga 
mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai 
dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, implementasi




